BABII

DISPENSASI NIKAH SEBAGAI SYARAT MATERIIL DAN
FORMAL TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

A. Rukun dan Syarat Nikah

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat. Untuk mewujudkan visi mulia
tersebut, ada ketentuan yang harus dipatuhi oleh calon mempelai agar
perkawinan yang dilakukan sah secara agama maupun secara hukum positif di
Indonesia. Mari kita pahami dengan scksama aturan, rukun, dan persayaratan
dalam suatu perkawinan.

Keberadaan rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum,
terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari
segi hukum. Rukun adalah pokok dari suatu perbuatan, perbuatan tersebut
dianggap tidak sah apabila rukunnya tidak terpenuhi. Jadi yang dimaksud rukun
nikah adalah bagian-bagian utama yang harus ada ketika prosesi akad nikah
dilangsungkan. Apabila bagian utama itu tidak terpenuhi, maka pernikahan itu
menjadi tidak sah.'

Sedangkan pengertian dari syarat adalah suatu peristiwa yang

keberadaan peristiwa tersebut menentukan sahnya suatu pekerjaan (ibadah),

'Ahmad Sarwat, Seri Figh Kehidupan (8) Pernikahan, (Jakarta: DU Publishing, 2011), 104
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tetapi peristiwa tersebut tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan, melainkan
harus terpenuhi sebelum pekerjaan itu dilaksanakan.
1. Rukun Nikah
Undang-undang sama sckali tidak membicarakan tentang rukun
perkawinan. Undang-undang hanya membicarakan tentang syarat perkawinan
yang mana dalam syarat-syarat tersebut berkaitan erat dengan rukun
perkawinan. Namun demikian, Kompilasi Hukum Islam secara jelas
membicarakan rukun perkawinan. Sebagaima yang terdapat dalam pasal 14
yang berbunyi “untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami,
calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul”.?> Keseluruhan rukun

tersebut mengikuti Figh Syafi’ly.

2. Syarat Nikah
Perundangan perkawinan di Indonesia sangat kompleks dalam
mengatur tentang persyaratan perkawinan. Pembentukan ketentuan
perundangan yang mengatur tentang syarat nikah di Indonesia berkaitan erat
dengan konteks Negara Indonesia. Adapun syarat perkawinan menurut

undang-undang dibagi menjadi dua, yaitu:

2Abdul Rahman Ghazali, Figih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), 46

*Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis
Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 171974, sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2006), 72
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a. Syarat Materiil
Syarat materiil adalah syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah
pihak untuk melangsungkan perkawinan. Syarat tersebut berkaitan dengan
diri pribadi calon suami isteri. Menurut Ko Tjay Sing, Syarat-syarat untuk
melangsungkan perkawinan ada dua®, yaitu:
1) Syarat Materiil Umum atau Mutlak

Syarat materiil umum adalah syarat yang berkaitan langsung
dengan diri pribadi sescorang yang harus dipenuhi agar dapat
melangsungkan perkawinan. Syarat ini berlaku untuk semua pihak,
apabila syarat ini tidak terpenuhi merupakan suatu halangan mutlak
untuk melangsungkan suatu perkawinan.’

Menurut KUH Perdata, Undang-undang Nomor | Tahun 1974
tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, Syarat materiil
umum dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

a) Adanya Kata Sepakat
Adanya persetujuan bebas dari para pihak dalam
melangsungkan perkawinan (Pasal 28 KUH Perdata). Persetujuan
bebas adalah hakekat dari perkawinan. Bebas dari pengaruh paksaan

dengan siapa perkawinan akan dilangsungkan. Sedangkan menurut

‘Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 41-42

sMulyadi, Hukum Perkawinan Indonesia, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
2008), 11-12
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur
dalam Pasal 6 ayat 1 yang berbunyi: “Perkawinan harus didasarkan
atas persetujuan kedua calon mempelai”. Ketentuan yang ada di
Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 ini diperkuat
dengan pasal 16 ayat | Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan
bahwa “perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai”.®
b) Adanya Batas Usia Perkawinan
Batas usia untuk menikah menurut KUH Perdata adalah 18
tahun bagi pria dan 15 tahun bagi wanita (Pasal 29 KUH Perdata).
Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita
(Pasal 7 angka 1), kecuali apabila diberikan dispensasi berdasarkan
alasan yang sangat penting dan mendesak. Dalam Kompilasi Hukum
Islam pasal 15 juga menegaskan tentang batasan usia nikah
sebagaimana yang ada pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan.’
c¢) Asas yang Dianut adalah Asas Monogami
Calon suami isteri pada saat yang bersamaan tidak terikat

pada perkawinan lain (Pasal 27 KUH Perdata). Syarat ini

®Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat,
Hukum Agama, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 42

’Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, 41-42
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berdasarkan atas asas monogami. Sedangkan dalam Undang-undang
Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini diatur dalam Pasal
9 yang berbunyi: “Seorang yang masih terikat tali perkawinan
dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang
tersebut pada Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 undang-undang ini”.*

Asas tersebut tidak berlaku mutlak, ada dispensasi yang
diatur dalam Pasal 3 ayat 2 jo Pasal 4 ayat 1 dan Pasal S ayat 2
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal asas
monogami. Akan tetapi mengatur dengan ketat tentang perkawinan
dengan istri lebih dari satu. Hal ini bisa kita lihat dalam Kompilasi
Hukum Islam bab IX dalam pasal 55-59 yang mengatur secara ketat
dan rinci tentang perkawinan dengan istri lebih dari satu orang pada
waktu yang bersamaan.’

d) Adanya Waktu Tunggu bagi Wanita yang Mengalami Putus dalam
Pcrkawinan

Dalam KUH Perdata ketentuan waktu tunggu adalah selama

300 hari bagi wanita yang perkawinannya putus dan akan

mclangsungkan perkawinan baru (Pasal 34 KUH Perdata). Mengenai

5Titik Triwulan Tutik, Poligami Perspektif Perikatan Nikah, (Jakarta: Pustaka Prestasi, 2007),
62-64

’ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010),
126-127
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hal ini dalam Undang-undang Perkawinan diatur di dalam Pasal 11
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal
39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975."° Dalam KHI,
berkaitan dengan waktu tunggu bagi wanita yang putus
perkawinannya diatur pada pasal 153. Waktu tunggu ini
dimaksudkan untuk mencegah timbulnya pencampuran benih atau
keraguraguan mengenai asal-usul anak atau disebut juga dengan
confusio sanguinis.

Dengan demikian tenggang waktu tunggu dalam KUH
Perdata ialah 300 hari bagi wanita yang perkawinannya putus dan
akan melangsungkan perkawinan baru. Sedangkan tenggang waktu
tunggu dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI ialah
putusnya perkawinan karena kematian maka waktu tunggunya ialah
130 hari sejak kematian suami. Putusnya perkawinan karena
perceraian maka wgktu tunggunya ialah 3 (tiga) kali suci (bagi yang
masih menstruasi) dan 90 hari bagi yang tidak lagi menstruasi
(menopause) dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila dalam keadaan hamil

maka waktu tunggunya ditetapkan sampai ia melahirkan. Dan

"“Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009), 324
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wanita yang bercerai yang belum terjadi hubunéén suami istri tidak
terikat pada waktu tunggu. "
2) Syarat Materiil Khusus atau Relatif
Syarat materiil khusus adalah syarat mengenai diri pribadi
seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan dan berlaku khusus
bagi perkawinan orang-orang tertentu. Syarat materiil khusus lazim
disebut dengan syarat relatif untuk melangsungkan perkawinan, berupa
kewajiban untuk meminta izin kepada orang-orang tertentu dan
larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan.'?

Menurut KUH Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, syarat materiil
khusus dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

a) Larangan/Halangan untuk Melakukan Perkawinan
Larangan kawin bagi mereka yang mempunyai hubungan
yang sangat erat (nasab) sebagaimana tertuang dalam pasal 30 KUH
Perdata. Sedangkan menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

diatur dalam Pasal 8 sub é dan b. Dan menurut KHI diatur dalam

pasal 39 (1)."

T Amir Syarifuddin, Hukumn Perkawinan Islam di fndonesia, 325-327

12Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 273

B Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di fndonesia, 110
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Larangan kawin antara mereka yang mempunyai hubungan
kekeluargaan semendo, baik dalam garis lurus keatas dan kebawah
maupun dalam garis menyimpang (Pasal 31 KUH Perdata).
Sedangkan menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 diatur dalam
Pasal 8 sub c. Dan menurut KHI diatur dalam pasal 39 (2).'

Larangan kawin dengan teman berzina (Pasal 32 KUH
Perdata). Yang dimaksud dengan zina adalah sorang pria atau wanita
telah menikah yang melakukan hubungan seksual tanpa melalui
pernikahan.'?

Larangan kawin antara mereka yang sebelumnya telah ada
pembubaran perkawinan sebanyak 2 (dua) kali (Pasal 33 KUH
Perdata). Rasionalisasinya adalah karena masing-masing pihak
dianggap tidak dapat hidup sebagai suami istri apabila telah bercerai
sebanyak 2 (dua) kali. Undang-undang No. 1 tahun 1974 dalam hal
ini tersurat pada pasal 10. Sedangkaq KHI mengaturnya dalam pasal

43 angka (1) huruf (a).'®

" Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 112-114

13 bid., 130
'® fbid., 128
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Larangan kawin antara mereka yang mempunyai hubungan
susuan diatur dalam Pasal 8 sub d UU Perkawinan No. | Tahun
1974. Sedangkan dalam KHI diatur dalam pasal 39 ayat 3.

Larangan kawin antara mereka yang mempunyai hubungan
saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri,
dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, diatur dalam
Pasal 8 sub e UU Perkawinan No. | Tahun 1974. Sedangkan dalam
KHI diatur dalam pasal 41.'

Larangan kawin menurut hukum agama. Hal ini dijelaskan
dalam pasal 8 sub f UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974."

b) Adanya Izin Perkawinan

Keberadaan izin ini diberlakukan pada pihak-pihak tertentu
untuk dapat melangsungkan perkawinan. Izin berlaku bagi mereka
yang berada di bawah umur tapi juga berlaku bagi mereka yang
sudah cukup umur tapi masih di bawah usia 30 tahun (Pasal 35
sampai dengan Pasal 42 KUH Perdata). Sedangkan menurut UU
Perkawinan No. 1 Tahun 1974 untuk melangsungkan suatu

perkawinan, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus

" Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 116
" Ibid., 125

'*Mohammad ldris Ram ulyo, Hukum Perkawinan Islam. Suatu Analisis dari Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 58-59
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mendapat izin dari kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat 2). Peraturan
perundangan ini diperkuat oleh KHI pasal 15 ayat (2).%°

Keberadaan izin perkawinan juga diperlukan bagi mereka
yang hendak beristri lebih dari satu orang. Dijelaskan dalam pasal 3
ayat 2 bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami
untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-
pihak yang bersangkutan.?!

b. Syarat Formal

Syarat formal adalah syarat formal yang menyangkut formalitas
yang harus dipenuhi oleh para pihak sebelum melangsungkan perkawinan
dan pada saat perkawinan dilangsungkan.

Syarat-syarat formal yang harus di penuhi sebelum perkawinan
dilangsungkan diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan
Pelaksana Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang
No.l tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdiri dari 3 tahap..22
1) Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan

Calon 5uami isteri memberitahukan niat mereka kepada
Pegawai Pencatat Negeri Sipil di wilayah hukum salah satu pihak, baik

secara lisan maupum tertulis (Pasal 50 dan 51 KUHPerdata).

“Mohammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam..., 61

“Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan..., 279
M ulyadi, Hukum Perkawinan Indonesia, 24
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Sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974
diatur dalam Pasal 12 jo Pasal 3 Pasal 5 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tantang Perkawinan.”?
2) Penelitian Syarat-syarat Perkawinan
Penelitian syarat-syarat materiil oleh Pegawai Catatan Sipil
(Pasal 6-Pasal 7 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1
tahun 1974 tantang Perkawinan). Adapun hal-hal yang diteliti adalah
kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, persetujuan calon
mempelai, surat keterangan tentang orang tua, surat izin dari
pengadilan agama (bagi calon mempelai yang belum berumur 21
tahun), surat dispensasi dari pengadilan agama (bagi calon suami yang
belum berumur 19 tahun dan calon istri yang belum berumur 16 tahun),
dan surat izin dari pejabat menurut aturan yang berlaku baginya.>*
3) Pengumuman tentang Pemberitahuan untuk Melangsungkan
Perkawinan.
Pegawai catatan negeri sipil memasang pengumuman akan
dilangsungkan perkawinan selama lebih kurang 30 hari (Pasal 52 KUH
Perdata). Sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan, perkawinan

baru boleh dilangsungkan setelah 10 hari atau paling lambat setelah 1

B Abdus Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, (Jakarta:
Kencana, 2010), 294

*Mohammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Isiam, 171-172
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tahun sejak pengumuman tersebut (Pasal 12 UU Perkawinan No. 1
Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tantang Perkawinan).?

Adapun maksud dari pengumuman ini ialah untuk
memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk
mencegah maksud dari perkawinan itu, karena alasan-alasan tertentu.
Sebab dapat saja terjadi bahwa suatu hal yang menghalangi suatu
perkawinan lolos dari perhatian pegawai catatan sipil dan pengumuman
tadi mempunyai maksud untuk berfungsi sebagai pengawas yang
dilakukan oleh khalayak ramai.”®

Sedangkan syarat formal yang dilakukan pada saat perkawinan
dilangsungkan, berdasarkan KUHPerdata maupun UU Perkawinan No. 1
Tahun 1974 adalah:

1) Perkawinan dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Di dalam syarat ini dianut suatu asas bahwa untuk sahnya
perkawinan maka perkawinan harus dilakukan dihadapan Pegawai
Cacatan Sipil (Pasal 76 jo Pasal 92 KUH Perdata), yang bertujuan
sebagai berikut :

a) Memberi sifat terbuka pada suatu perkawinan;

®Mohammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, 180

Al Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Rineka Cipta,
2000), 110
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b) Memberi kesempatan para pihak untuk mencegah dilangsungkannya
suatu perkawinan yang bertentangan dengan Undang-undang;

¢) Untuk menjamin agar pegawai catatan sipil tidak bertindak
sembarangan;

d) Mencegah dilangsungkannya perkawinan secara tergesa-gesa;

¢) Mencegah dilangsungkannya perkawinan gelap;

f) Menjamin adanya perkawinan yang sah.”’

Mengenai hal tersebut dalam Undang-undang Perkawinan diatur
dalam Pasal 12 jo Pasal 10 ayat 3 PP No. 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tantang Perkawinan.

2) Sesaat  setelah dilangsungkan perkawinan, kedua mempelai
menandatangani akta perkawinan dan selanjutnya ditandatangani oleh
kedua orang saksi dan pencatat perkawinan.

Ketentuan ini termaktub dalam pasal 12 UU Perkawinan No. 1
Tahun 1974 jo Pasal 11 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU
No.! tahun 1974 tantang Perkawinan. Dengan adanya akta perkawinan,
maka akta perkawinan inilah yang merupakan bukti otentik akan

adanya perkawinan.?®

Y Abdus Shomad. Hukum Islam ..., 294-295

EMul yadi, Hukum Perkawinan Indoncsia, 34
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B. Batas Usia Nikah

Batas usia perkawinan yang berlaku di Indonesia merupakan suatu syarat
materiil mutlak dalam perkawinan. Usia perkawinan di Indonesia diatur dalam
Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor ! Tahun 1974 tentang Perkawinan.
“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan
belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.
Peraturan tersebut diperkuat dengan pasal 15 ayat (1) yang menggolongkan
batas usia perkawinan sebagai syarat bagi calon mempelai.

Perbedaan usia nikah antara laki-laki dan perempuan di Indonesia, yakni
16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, dilatar belakangi oleh
asumsi bahwa laki-laki harus selalu lebih dewasa dan lebih cakap dari istrinya.
Hal ini karena laki-laki diposisikan sebagai kepala keluarga dan pencari
nafkah.”® Di samping itu, pada usia yang sama, kemampuan mengatur rumah
tangga pada anak perempuan akan tumbuh lebih dulu sebelum anak laki-laki
mampu melaksanakannya.

Pembatasan usia ini bertujuan mencapai sebuah rumah tangga yang
bahagia dan kckal sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang perkawinan.
Oleh karena itu, pembatasan usia perkawinan amat penting sebagai modal awal
dalam proses pcmbentukan rumah tangga. Tujuan lain tentang ketentuan batas

umur adalah untuk menjaga keschatan suami istri dan keturunannya serta

»Ratna Batara Munti (ed.), Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesis, (Jakarta: LBH
APIK, 2005), 55
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mencegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah
umur. Di samping itu perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah
kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk
menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.>

Undang-undang perlindungan anak No. 23 tahun 2002 menjelaskan dalam
pasal 26 ayat 1 tentang pencegahan perkawinan usia dini, yaitu:

a. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh,
memelihara, mendidik dan melindungi anak;

b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan
minatnya;

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.’'

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melindungi anak dari sasaran
penganiayaan, penyiksaan, dalam kekerasan seksual atau penjatuhan hukl;man
yang tidak manusiawi.

Peraturan tentang batas usia nikah sesuai dengan penjelasan umum atas
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus
telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya

dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada
perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus

*Rachmadi Usman. Aspek-Aspek Hukum Perorangan ..., 275
JlUndang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
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dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih di bawah
32
umur.

Batasan usia nikah yang telah ditetapkan oleh peraturan di Indonesia
merupakan hal yang urgen. Barangsiapa yang melanggar aturan tersebut, maka
akan kesulitan dalam melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum di
Indonesia. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 68 yang berbunyi
“Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu
melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adalnya pelanggaran dari
ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-
undang No. 1 tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan”.

Adapun akibat hukum tentang pelanggaran batas usia nikah adalah
perkawinan yang telah terselenggara tersebut bisa dibatalkan. Hal ini tersurat
dalam KHI pasal 71 huruf (d) yang berbunyi “suatu perkawinan dapat
dibatalkan apabila: d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan

sebagaimana ditctapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974”

2Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dilengkapi Undang-Undang No. | tahun 1974, dan
KHI, (Jakarta: Rhedbook Publisher, 2008), 477

“Soetojo Prawirchamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesis,
(Surabaya: Airlangga University Press, 2012), 79
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C. Dispensasi Nikah dan Prosedurnya
1. Dispensasi Nikah
Dispensasi Nikah berasal dari dua kata, yakni dispensasi dan nikah.
Dispensasi adalah kelonggaran untuk hal-hal yang khusus dari ketentuan
undang-undang. Dispensasi yang dimaksudkan di sini adalah pengecualian
pénerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang diberikan oleh
Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan
dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai
umur minimal untuk mengadakan perkawinan.>
Dalam undang-undang perkawinan pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa
“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam
belas) tahun”. Meskipun telah ditentukan batas usia minimal, melalui pasal 7
ayat 2 tampak Undang-undang memperbolehkan penyimpangan terhadap
syarat batas usia perkawinan. Bagi orang yang akan melakukan perkawinan
dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk
oleh kedua orang tuanya. Sayangnya Undang-undang tidak memberi apa yang

menjadi alasan untuk dispensasi itu. Hanya masalah dispensasi ini berlaku

%0.S, Eoh, Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek ,(Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1996), 81
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sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari

yang bersangkutan tidak menentukan lain.*®

Dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 tentang

Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama pasal

13 disebutkan lebih rinci mengenai dispensasi nikah, bahwa:

a. Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon

istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan
harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.

. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut diajukan oleh kedua

orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi
tempat tinggalnya.

. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan

berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk
memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan
dispensasi nikah dengan suatu penetapan.

. Salinan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi

persyaratan melangsungkan pernikahan.*®

Pasal ini memberi penetapan mengenai batas usia minimum untuk -

dapat melangsungkan pernikahan, akan tetapi karena menurut Hukum Islam

mengenai usia untuk nikah hanya diisyaratkan balig, maka diberi

kemungkinan dispensasi oleh Hakim.>’

¥Gatot Supramono, Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah, (Jakarta: Karya Unipress, 1998),

17

g udarsono, Hukurn Perkawinan Nasional, 41

*"Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, Hukum Perdata Islam, (Bandung: Mandar Maju,

1997), 23
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2. Prosedur Permohonan Dispensasi Nikah

Permohonan dispensasi nikah diajukan ke Pengadilan Agama setelah
kehendak untuk melangsungkan perkawinan ditolak oleh Pegawai Pencatat
Nikah (PPN) di tempat perkawinan yang akan dilangsungkan dengan alasan
belum terpcnuhinya persyaratan perkawinan yakni salah satu kedua calon
mempelai di bawah ketentuan umur perkawinan.

Proscs awal pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan
Agama dimulai dari meja 1 (satu). Di tempat ini permohonan diajukan,
kemudian diperiksa kelengkapannya. Adapun permohonan itu antara' lain
berisi:

a. Identitas para pihak dalam permohonan dispensasi kawin. identitas itu
terdiri dari nama, umur, agama, pekerjaan, tempat tanggal lahir, dan
kewargancgaraan pemohon.

b. Posita, yaitu penjelasan tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan
yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan
permohonan.

c. Petitum, yaitu tuntutan yang diminta oleh pemohon supaya dikabulkan
oleh hakim.**

Setiap permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama, pada

umumnya dilengkapi syarat-syarat pengajuan permohonan. Adapun syarat-

Mukti Arto, Prakick perkara Perdata pada Pengadilan Agamna, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Offset, 2008), 40
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syarat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan
Agama antara lain:
a. Pengantar dari RT/RW bagi calon mempelai
b. Surat pengantar dari lurah atau Kepala desa yang berisi tentang keadaan
atau hal-hal yang bersangkutan perlu untuk memperoleh dispensasi kawin
meliputi:
1) Surat keterangan untuk menikah (Model N1)
2) Surat keterangan asal usul (Model N2)
3) Surat persetujuan mempelai (Model N3)
4) Surat kcterangan tentang orang tua (Model N4)
5) Surat izin orang tua (Model N5)
c. Akta kelahiran calon mempelai yang dimohonkan dispensasi kawin
d. Kartu susunan keluarga (KSK) orang tua calon mempelai
e. Surat penolakan dari KUA tempat perkawinan akan dilangsungkan.*
Setelah permohonan diajukan, selanjutnya meja | menaksir panjar
biaya perkara, dibuatkan SKUM rangkap 3 dibayar ke kasir oleh
penggugat/pemohon untuk membayar PBP (panjar biaya perkara). Kemudian
berlanjut ke meja 2. Berkas perkara dimasukkan dalam register perkara

dengan memberi nomor register sesuai dengan Nomor SKUM. Kemudian

*Pemerintah Kecamatan Batu, “Dispensasi Nikah”, dalam http://kecbatu.batukota.go.id, (28
Mei 2012)
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diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama oleh wakil panitera/panitera
untuk diperiksa kelengkapan formalnya.*’

Ketua Pengadilan Agama kemudian membuat Penetapan Majelis
Hakim dan dikembalikan kepada panitera. Panitera menunjuk penitera
sidang/panitera pengganti. Majelis hakim membuat penetapan hari sidang
serta mengembalikan berkas ke meja 2. Meja 2 pun membuat surat panggilan
sidang kepada pemohon dan calon mempelai yang akan dimintai dispensasi
kawin beserta saksi-saksi guna melaksanakan sidang.

Setelah para pihak yang berperkara hadir melalui surat panggilan
sidang, maka sidang pertama pun dapat dimulai. Persidangan permohonan
dispensasi nikah pun sama dengan perkara lainnya, yaitu sidang pertama,
mediasi, pembacaan surat permohonan, jawaban termohon, pembuktian,
hingga berakhir dengan putusan/penetapan.*’

Pada tahap pembuktian, tidak semua alasan-alasan yang disampaikan
oleh pemohon kepada pengadilan Agama untuk meminta izin kawin bagi
calon mempelai yang belum mencapai umur kawin tidak begitu saja diterima,
akan tetapi Pengadilan Agama akan mencliti, memeriksa dan menguji
terlebih dahulu atas kebenaran ada atau tidaknya syarat-syarat untuk

memperoleh izin tersebut. Dalam memeriksa suatu perkara peranan hakim

®Umar Said, Hukum Acara Peradilan Agama, (Surabaya: Cempaka, 2004), 28-29
9 Ibid,, 53
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sangatlah diperlukan untuk menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang
dikemukakan oleh para pihak adalah benar-benar terjadi. Maka dari itu,
dalam memeriksa perkara hakim bertugas untuk mengkonstatir,
mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir.*

Pembuktia mempunyai arti mempertimbangkan secara logis
kebenaran suatu fakta/peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan
menurut hukum pembuktian yang berlaku. Secara umum pembuktian yang
digunakan dalam penelitian umum masih menggunakan ketentuan
pembuktian yang ada pada HIR dan KUH Perdata yang disebut juga dengan
BW. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain terdapat pada pasal 164 HIR
dan pasal 166 BW. Yang mengatur tentang macam-macam alat bukti yang
dapat digunakan dalam pembuktian perkara perdata dalam peradilan umum.
Alat-alat bukti tersebut antara lain:

a. Pembuktian dengan surat (alat bukti tertulis)
b. Keterangan saksi

c. Persangkaan

d. Pengakuan

e. Sumpah.*

““Mukti Arto, Praktek perkara Perdata pada Pengadilan Agama, 139

43Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,
1996), 31
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Oleh karena itu, kaitannya dengan permohonan dispensasi kawin
Pengadilan Agama akan memanggil dan mendengar penjelasan-penjelasan
atau keterangan saksi dan orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin
tersebut. Bahkan jika dipandang perlu, Pengadilan Agama dapat memanggil,
mendengar, serta memperhatikan keterangan calon mempelai. Disamping itu,
Pengadilan Agama juga memperhatikan keterangan dari pihak lain. Sebab
mungkin juga seseorang yang akan minta dispensasi kawin berbohong supaya
diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan dan surat bukti ini biasanya
dilampirkan bersama surat permohonan.

Perkara dispensasi nikah merupakan perkara voluntair, yaitu
permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang
ditandafangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua
pengadilan.** Oleh karena itu, produk hukumnya adalah penetapan, karena
hanya ada pemohon yang memohon untuk ditetapkan sesuatu (tidak memiliki
lawan berperkara). Produk peradilannya tidak menyatakan menghukum tetapi
bersifat menyatakan atau menciptakan. Dan Jika Pemohon tidak puas dengan

penetapan tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.**

“M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian,
dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 9, 2009), 29

“Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama: Buku 11



